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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan 

hakim dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja sepihak perspektif fiqih 

siyasah (Berdasarkan Putusan Nomor: 566 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Studi Kasus 

Pengadilan Negeri Bengkulu), dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan kasasi 

perusahaan didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap alat bukti dan 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Mahkamah 

Agung menilai Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama kurang 

tepat dalam menilai keterkaitan alat bukti yang diajukan perusahaan. 

Meskipun sebagian bukti berupa fotokopi, Mahkamah Agung 

mempertimbangkannya bersama laporan kepolisian, hasil penyelidikan, 

dan fakta persidangan lainnya sebagai satu rangkaian pembuktian. 

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa 

pekerja patut diduga melakukan pelanggaran berat berupa pemalsuan dan 

penggelapan, sehingga PHK dinyatakan sah. Akibatnya, pekerja tidak 

berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya 

memperoleh uang pengganti hak dan uang pisah sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

2. Berdasarkan analisis fiqih siyasah, putusan tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Secara formal, 

Mahkamah Agung telah menerapkan hukum positif dan standar 

pembuktian ketenagakerjaan sesuai prinsip kepastian hukum. Namun 
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secara substantif, putusan ini masih menimbulkan persoalan karena PHK 

didasarkan pada dugaan kuat atas tindak pidana yang belum dibuktikan 

melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut 

berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak yang 

lebih lemah, terutama karena hilangnya sebagian besar hak ekonominya. 

Oleh karena itu, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-

'adl al-haqiqi (keadilan substantif), himayah al-du'afa' (perlindungan 

terhadap pihak yang lemah), dan daf' al-zulm (pencegahan kezaliman) 

yang menjadi tujuan utama peradilan dalam perspektif siyasah 

qadha'iyyah.. 

3. Standar pembuktian dalam perkara PHK karena pelanggaran berat di 

Pengadilan Hubungan Industrial cenderung menggunakan pendekatan 

dugaan kuat yang didukung oleh rangkaian alat bukti yang saling 

berkaitan, tanpa mensyaratkan adanya putusan pidana yang berkekuatan 

hukum tetap. Dalam perspektif fiqih siyasah, pendekatan ini dapat 

dibenarkan sebagai wilayah ijtihādiyyah sepanjang bertujuan mewujudkan 

kemaslahatan dan melindungi kepentingan perusahaan. Namun, 

penerapannya harus diimbangi dengan perlindungan yang memadai 

terhadap hak-hak pekerja agar tidak terjadi pengurangan hak secara tidak 

proporsional. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada 

pengembangan analisis standar pembuktian hubungan industrial melalui 

prinsip al-bayyinah 'ala al-mudda'i, al-'adl al-haqiqi, himayah al-du'afa', 

dan al-maslahah al-mursalah. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang 

lebih jelas mengenai standar pembuktian pelanggaran berat dan 
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perlindungan hak pekerja guna mewujudkan keseimbangan yang lebih adil 

antara kepentingan perusahaan dan pekerja. 

 

B. Saran  

1. Bagi Majelis Hakim, perlu mempertimbangkan tidak hanya kepastian 

hukum formal, tetapi juga keadilan substantif, terutama ketika menyangkut 

hak-hak pekerja yang rentan. Penggunaan dasar dugaan dalam putusan 

PHK harus disikapi dengan hati-hati agar hak-hak pekerja tetap 

terlindungi.  

2. Bagi pemerintah, evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait 

PHK, termasuk PP No. 35 Tahun 2021, perlu dilakukan agar regulasi tetap 

seimbang antara perlindungan pekerja dan kepentingan pengusaha.  

3. Bagi pengusaha, dianjurkan untuk tidak melakukan PHK secara sepihak 

dan selalu memberikan kesempatan klarifikasi atau mediasi sebelum 

menempuh jalur hukum.  

4. Bagi pekerja, disarankan memahami hak dan kewajibannya, menjaga 

integritas dalam bekerja, dan menggunakan jalur hukum jika haknya 

dilanggar. 

5. Dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran bersifat 

mendesak, Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengatur bentuk pelanggaran 

bersifat mendesak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau 

Perjanjian Kerja Bersama. Namun demikian, pengaturan tersebut 

sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kepentingan perusahaan, tetapi 
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juga memperhatikan prinsip perlindungan pekerja, kepastian hukum, 

keadilan, dan asas proporsionalitas dalam hubungan industrial. 
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